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BABI1
PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lingkup BPKPAD Kabupaten Pesisir
Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Lingkup BPKPAD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Prioritas
dan dan Kegiatan Sementara. Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas
pembangunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup BPKPAD.

RKPD Lingkup BPKPAD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Renstra Rencana
Strategis Tahun 2016-2021. RKPD merupakan Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk
menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam
rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2021. Mengingat RKPD
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD
2020 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan No. 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2021 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2021 yang ditetapkan
dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.l Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dan
Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2021 Tanggal 8 Januari 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021.

Tim Evaluasi RKPD lingkup BPKPAD telah melakukan Evaluasi yang meliputi
realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dan dan kendala yang dihadapi. Evaluasi
RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan
Keselarasan antara Renja dan Renstra serta memberikan panduan lingkup BPKPAD dalam

menyusun rancangan kebijakan.

1.1.  Dasar Hukum Penyusunan
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1936 tentang tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo
Undang-Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tertang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam
Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah. Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi. dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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Peraturan Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemuktahiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030; sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2010-2030;

Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;

_ Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2021,

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 adalah untuk

menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas

lingkup BPKPAD, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2021 , guna ;



13

a. Menjamin bahwa prioritas sasaran program / kegiatan . indikator kinerja, dan
pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan Renja dan DPA
lingkup BPKPAD Tahun 2021.

b. Menilai daya serap capaian target  kinerja program/kegiatan dan sub
kegiatan.mencakup masukan (inpur), keluaran (outpur) dan hasil (outcome) yang
telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2021 dan RPIMD Tahun 2016-
2021.

¢.  Memastikan Perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan keselarasan
antara RKPD dengan APBD Tahun 2022

d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD dan Renja
Tahun 2021.

e Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan
sebagaimana masukan dalam peningkatan kinerja Lingkup BPKPAD.

Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD

ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan

menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai

dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu

pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target

rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan

adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja

Evaluasi Hasil RKPD

No Kriteria Penilaian Simbol Interval Nilai
1 Sangat Tinggi ST | 91% <100%
2 Tinggi T 76 %< 90%
3 Sedang S 66 %< T13%
4 Rendah 51% < 65%
5 Sangat Rendah SR < 50% i

w \

Sumber rujukan: Permendagri 86/2017




BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Dacrah, fungsi ini

diselenggarakan melalui 4 program, 12 kegiatan dan 53 sub kegiatan dengan anggaran

tahun 2021 sebesar Rp.287.374.514.661.- dan sampai dengan akhir Triwulan IV,

realisasi keuangan mencapai sebesar Rp.271.714.569.388.-

Adapun gambaran masing-masing sub kegiatan antara lain:

I
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Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan
anggaran sebesar Rp. 58.256.630.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat)
Tahun 2021 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 49.069.550,- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 84,22%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar
Rp. 48.164.250.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) Tahun 2021 telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 37.866.850.- dengan capaian kinerja sebesar
100 % dan capaian keuangan sebesar 78.62%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran
sebesar Rp. 22.917.719.118,- sampai dengan akhir triwulan [V (empat) Tahun
2021 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 10.376.636.465,- dengan capaian
kinerja sebesar 100 % dan capaian keuangan sebesar 45,27%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan
anggaran sebesar Rp. 347.243.760.- sampai dengan akhir triwalan IV (empat)
Tahun 2021 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 301 .620.000.- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 86.86%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen [nstalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor dengan anggaran sebesar Rp.16.415.520.- sampai dengan akhir triwulan IV
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(empat) Tahun 2021 telah terealisasi keuanagan sebesar Rp. 16.014.600.- dengan
capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian keuangan sebesar 97,55 %

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan
anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- sampai dengan akhir triwulan IV (empat)
Tahun 2021 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 14.750.000,- dengan capalan
kinerja sebesar ~ 100% dan capaian keuangan sebesar 13,03 %

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar
Rp. 84.369.820.- sampai dengan akhir triwulan 1V (empat) Tahun 2021 telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 80.775.214,- dengan capaian kinerja sebesar
100% dan realisasi keuangan sebesar 95,73%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan
anggaran sebesar Rp. 364.378.547.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat)
Tahun 2021 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 281.718.795.- dengan capalan
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 771.31%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000.- sampai dengan akhir triwulan
IV (empat) Tahun 2021 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 10.300.000.- dengan
capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian keuangan sebesar 54.21%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran scbesar
Rp. 58.766.500.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) Tahun 2021 telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 51.422.800.- dengan capaian kinerja sebesar
100 % dan capaian keuangan sebesar 87.50%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintzhan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
dengan anggaran sebesar Rp. 422.967.000.- realisasi sampai dengan akhir triwulan
[V (empat) sebesar Rp. 221.533.874.- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan

capaian keuangan sebesar 52,37%

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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dengan anggaran sebesar Rp. 168.440.225.- sampai dengan akhir triwulan IV
(empat) Tahun 2021 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 123.743.433,- dengan

capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian keuangan sebesar 73,46 %

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran
sebesar Rp. 220.482.640.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) Tahun 2021
telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 215.795.050,- dengan capaian kinerja
sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 97.87%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak.
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran
sebesar Rp. 255.025.780,- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) Tahun 2021
telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 208.797.677.- dengan capaian Kkinerja

sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 81,87%

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran
sebesar Rp. 64.795.540.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) Tahun 2021
telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 49.205.523.- dengan capaian kinerja sebesar
100% dan capaian keuangan sebesar 75,93 %

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 127.745.900.- sampai dengan akhir triwulan
IV (empat) Tahun 2021 telah terealisasi keuanagan sebesar Rp. 125.802.600.-
dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 98.47%
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan
anggaran sebesar Rp. 60.131.480,- sampai dengan akhir triwulan 1V (empat)
Tahun 2021 telah tercalisasi keuangan sebesar Rp. 53.437.868.- dengan capalan
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 88.86%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS dengan anggaran scbesar Rp.40.620.520.- sampai dengan akhir triwulan 1V
(empat) Tahun 2021 telah terealisasi keuangan sebesa Rp. 30.942.497,- dengan

capaian kinerja sebesar 95,11 % dan capaian keuangan sebesar 70,1 7%
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Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan
anggaran sebesar Rp. 33.378.380.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) telah
terealisasi keuangan scbesar Rp.10.257.000,-  dengan capaian kinerja sebesar
100% dan capaian keuangan sebesar 30.72%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan
anggaran sebesar  Rp. 105.542.140.- sampai dengan akhir triwulan 1V (empat)

telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 105.121.991.- dengan capaian kinerja

sebesar 96,64 % dan capaian keuangan sebesar 99.60%

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-
SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 62.481.990.- sampai dengan akhir triwulan 1V
(empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 58.042.550,- dengan capalan
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 92,89 %

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan anggaran scbesar
Rp. 466.205.700,- sampai dengan akhir triwulan 1V (empat) telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 456.914.877,- dengan capaian Kinerja sebesar 100% dan

capaian keuangan sebesar 98.00%

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD dengan anggaran sebesar Rp. 416.247.340.- sampai dengan akhir triw ulan
TV (empat) telah tercalisasi keuangan sebesar Rp. 415.036.825.- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 99,70%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 42.979.200.- sampai dengan akhir triwulan
[V (empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 40.928.908.- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 05,22%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran

8
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sebesar Rp. 53.715.000,- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) telah terealisasi
keuangan sebesar  Rp. 49.857.200.- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan
capaian keuangan sebesar 92.81%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi. Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 142.217.190.- sampai dengan akhir triwulan
[V (empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 107.653.000,- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 75.69%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 982.711.630.- sampai dengan akhir
triwulan IV (empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 760.372.905.- dengan

capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar TI3T%

28. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja. Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan anggaran
scbesar Rp. 206.412.830.- sampai dengan akhir riwulan 1V (empat) telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 170.545.050.- dengan capaian Kkinerja sebesar
100% dan capaian keuangan sebesar 82.62%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Darah dengan anggaran sebesar Rp. 115.599.720.- sampai
dengan akhir triwulan [V (empat) telah tercalisasi keuangan scbesar Rp.
109.025.200.- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian Keuangan

sebesar 94.31%

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 163.636.340.- sampal
dengan akhir triwulan IV (empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp.
149.208.800.- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan

sebesar 91.18%



31. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan

(9'S)

2

(S

n

dengan sub kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK
atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan anggaran sebesar
Rp. 76.347.060,- sampai dengan akhir riwalan IV (empat) telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 65.830.100.- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan
capaian keuangan sebesar 86.22%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 95.918.760.- sampal
dengan akhir triwulan IV (empat) telah terealisasi keuangan sebesar
Rp. 69.645.300,- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan
sebesar 72,60%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 80.977.640.- sampai
dengan akhir triwulan IV (empat) telah tercalisasi keuangan sebesar
Rp. 23.555.800,- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan
sebesar 29,08%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
dengan anggaran sebesar Rp. 250.204.190.860,- sampai dengan akhir triwulan IV
(empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 250.204.042.100,- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 99,99%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan anggaran
sebesar Rp. 978.574.487.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 973.673.559.- dengan capaian kinerja sebesar
100% dan capaian keuangan sebesar 99.49%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagl Hasil Kabupaten/Kota dengan
anggaran sebesar Rp.5.895.507.891.- sampai dengan akhir triwulan IV (empal)
telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 4.085.202.024,- dengan capaian kinerja

sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 69.29%.
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37.

41.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 210.506.900.-
sampai dengan akhir triwulan IV (empat) telah terealisasi keuangan sebesar
Rp. 203.299.573,- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan
sebesar 96,57%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan anggaran scbesar
Rp. 49.120.700.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 37.415.950,- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan
capaian keuangan sebesar 76,17%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
dengan anggaran sebesar Rp. 71.693.590.- sampai dengan akhir triwulan IV
(empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 51.899.800,- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 72,39%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
dengan anggaran sebesar Rp. 48.286.170.- sampai dengan akhir triwulan IV
(empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 12.666.300,- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 26,23%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan anggaran
sebesar Rp. 113.169.920.- sampai dengan akhir riwulan IV (empat) telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 64.993.000,- dengan capaian kinerja sebesar

100% dan capaian keuangan sebesar 57,42%.

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan [nventarisasi Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar
Rp. 227.676.240,- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) telah terealisasi
keuangan sebesar Rp. 145.549.300.- dengan capaian Kinerja sebesar 100% dan

capaian keuangan sebesar 63.,88%.

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar
Rp. 209.563.180,- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) telah terealisasi
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44,

46.

47.

48.

keuangan sebesar Rp. 160.100.680,- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan
capaian keuangan sebesar 76.39%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan.
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.
7.376.930,- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) telah terealisasi keuangan
sebesar Rp. 73.712.150.- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian

keuangan sebesar 84.36%.

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan

dengan sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah dengan anggarai sebesar Rp. 68.241.820.- sampai dengan akhir triwulan
IV (empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 52.041.600,- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 76,26%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan anggaran
sebesar Rp. 88.050.000.- sampal dengan akhir triwulan IV (empat) telah
terealisasi keuangan sebesar Rp.84.999.700,- dengan capaian kinerja sebesar
100% dan capaian keuangan sebesar 96.53%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 31.876.030.- sampai dengan akhir
riwulan IV (empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp.1.100.000.- dengan
capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 3.45%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Dacrah
dengan anggaran sebesar Rp. 256.548.440.- sampai dengan akhir triwulan IV
(empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp.244.509.700.- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 95.30%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah dengan anggaran sebesar Rp.75.562.950,- sampai dengan akhir triwulan
IV (empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp.73.274.800.- dengan capaian

kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 96.97%.
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. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan), Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan anggaran
sebesar Rp. 34.070.870.- sampai dengan akhir triwulan IV (empat) telah
terealisasi keuangan sebesar Rp. 31.622.750,- dengan capaian kinerja sebesar
100% dan capaian keuangan sebesar 92.81%.

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
dengan anggaran sebcsar Rp. 42.325.000.- sampai dengan akhir triwulan IV
(empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp.42.163.250.- dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 99,61%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan anggaran scbesar Rp.
261.429.460,- sampai dengan akhir triwulan TV (empat) telah terealisasi keuangan
sebesar Rp.257.651.450.- dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian
keuangan sebesar 98.55%.

. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan). Fungsi ini diselenggarakan
dengan sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
dengan anggaran sebesar Rp. 81.849.073.- sampai dengan akhir triwulan 1V
(empat) telah terealisasi keuangan sebesar Rp.73.293.400.- dengan capaian

kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 89.54%.
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BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN HASIL PELAKSANAAN EVALUASI RKPD Tri. IV (Empat)
TAHUN 2021

3.1.

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tri. IV (Empat) Tahun 2021
dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :
Tabel 3.1.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren
Triwulan. IV (Empat) Tahun 2021

Realisasi |
Anggaran s/d : S B S
NO | PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN Anggaran Triwalan IV Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
(Empat)
% Kategori % Kategori
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : - ' : 5
I Kabupaten/Kota 25.193.771.230 12.165.072.431 | 100,00 ST 48,29 SR
1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 106.420.880 86.936.400 | 100,00 | ST 81,69 T
Kinerja Perangkat Daerah
g | Peuywewusn Delcug Becencanaon 58.256.630 49.069.550 | 10000 | ST 84,23 T
Perangkat Daearh }
2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.164.250 37.866.850 | 100,00 ST 78.62 T
2| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.264.962.878 10.678.276.465 | 100,00 ST 45,90 SR
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.917.719.118 10.376.656.465 | 100,00 ST 45,28 SR
g | Eemedinn Alkolyistast Pelgkaatin 347.243.760 301.620.000 | 10000 | ST 86,86 T
Tugas ASN
3| Kegsitin Adwivizicast B Feranglat 985.897.387 676515283 | 10000 | ST 68,62 S
Penyediaan Komponén Instalasi
1 Listrik/Penerangan Gedung Kantor 1(?:415.520 16.014.600 | 100,00 ST 97..‘26 ST
y | Sarmn it dan Perlcnghapan 20.000.000 14.750.000 | 100,00 | ST 73,75 S
2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.369.820 80.775.214 | 100,00 ST 95,74 ST |
Penyediaan Barang Cetakan dan .
3 s m— 364.378.547 281.718.795 | 100,00 ST 77,31 i
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-
4 sednean 19.000.000 , 10.300.000 | 100,00 ST 5421 R
5 Fasilitas Kunjungan Tamu 58.766.500 51.422.800 | 100,00 ST 87,50 T 4(
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
6 Konsutasi SKPD 422.967.000 221.533.874 | 100,00 ST 52,38 R
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4 Pemexintah Dacral B 388.922.865 339.538.483 | 100,00 ST 87,30 il
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya
1 Air i T istrike _ 168.440.225 123.743.433 | 100,00 ST 73,46 B S
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 220.482.640 215.795.050 | 100,00 ST 97.87 ST
g} Demeliharaan Bipang Miklk Dicrah 447.567.220 383.805.800 | 10000 | ST 85,75 T
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah T U ’ =
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 Kendatann Diis Opesasion st 255.025.780 208.797.677 | 100,00 ST 81,87 il
Lapangan
2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.793.540 49.205.523 | 100,00 ST 75,94 M
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Realisasi

Pertanggujawaan Pemerintah

NO | PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN |  Anggaran =i ISQ‘.‘ Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran
(Empat)
Y Kategori % Kategori
g | Fomeltimman Rebabuliies g Kapror 127.745.900 125802600 | 10000 | ST | 9848 | ST
dan Bangunan Lainnya
II | Program Pengelolaan Keuangan Daerah 260.433.903.058 | 258.142.593.127 | 100,00 N 99,12 ST
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi = 9 ST
3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SiSsetiey W | L Al 855
y | Gplemeidun BemeliuatainSiston 210.506.900 203299573 | 10000 | ST 96,58 | ST
Informasi Pemerintahan Daerah i B
2| Aewiatan Koor disast dan Temmenisn 1227586750 | 1.170.682.516 | 10000 | ST 9536 | ST
Rencana Anggaran Daerah .
, | AR s ¥ 60.131.480 53.437.868 | 10000 | ST 88.87 3
; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 7
2 KUA dan Perubahan PPAS 40.620.520 30.942.497 | 100,00 ST 76,17 i
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi
3 RKA SKPD _ 33.378.380 10.257.000 | 100,00 ST 30.73 SR
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi 5 ;
4 DPA SKPD _ 105.342.140 105.121.991 | 100,00 ST 99,60 ST |
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi
5 Perubahan DPA SKPD 62.481.990 555.042.550 100,00 ST 92,89 ST
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
6 Daerah tentang APBD dan Peraturan 466.205.700 456.914.877 | 100,00 ST 98,01 3T
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
7 | Daersh tentang Perubabian APBD dan 416.247.340 415036825 | 10000 | ST 99,71 ST
Peraturan Kepala Dacrah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta
8 Kebijakan Bidang Anggaran 42.979.200 40.928.908 | 100,00 ST 95,23 S
3| Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan 1.178.643.820 917.883.105 | 100,00 | ST 77,88 T
Perbendaharaan Daerah -
1 f Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah 53.715.000 149.857.200 | 100,00 ST 92,82 1
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
2 Pengelolaan Dena Perimbangan dan Dana 142.217.190 107.653.000 | 100,00 ST 75,70 S
Transfer Lainnya ]
Pembinaan Penatausahaan Keuangan
3 Pemerintah Kabupaten/Kota 982.711.630 760.372.905 100.09 ST 1137 T
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan
B L lanlansi dun Pelaporan Kenangan 738.892.350 587.810.250 | 100,00 ST 7_9,55 T
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
1 Kewajiban, Ekuitas, Pendapatn, Belanja, 206.412.830 170.545.050 | 100,00 ST 82,62 T
Pembiayaan, Pendapatan-Lo dan Beban
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
2 BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah 115.599.720 109.025.200 | 100,00 ST 9431 ST
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3 Provinsi dan Peraturan Kepala 163.636.340 149.208.800 | 100,00 ST 91,18 ST
Daerahtentang Penjabaran
Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota : _
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut R
4 terhadap LHP BPK atas Laporan 76.347.060 65.830.100 | 100,00 ST 86,22 i
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Sistemn dan Prosedur
5 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 95.918.760 69.645.300 | 100,00 ST 72.61 S
Pemerintah Daerah
Pembi tansi, P '
embinaan Akuntansi, Pelaporan dan 80.977.640 23.555.800 | 100,00 ST 20,09

SR _J
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Realisasi

NO | PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN Anggaran {‘r‘;‘f‘f:{::: Isij' Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran
(Empat)
% Kategori Yo Kategori
Kabupaten/Kota
5| Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan 257.078.273.238 | 255.262.917.683 | 10000 | ST 99,29 ST

Pengelolaan Keuangan Daerah

y | Avslisis Peeneatiagn day Penyaluran 250.204.190.860 | 250.204.042.100 | 100,00 ST 100.00 ST
Bantuan Keuangan B

2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 978.574.487 973.673.559 | 100,00 ST 99,50 ST
Pengelolaan Dana Bagi Hasil - 5

3 Kabupaten/Kota 5.895.507.891 4.085.202.024 | 100,00 ST 69,29 S

}I Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 995.054.580 684.388.480 | 96,96 ST 68,78 S
1| Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 995.054.580 684.388.480 | 96,96 ST 68,78 S

1 Penyusunan Standar Harga 49.120.700 37.415.950 | 100,00 ST 76,17 =z
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 3

2 Barang Milik Daerah 71.693.590 51.899.800 | 100,00 ST 72,39 S
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan

3 Barang Milik Daerah ) 48.286.170 12.666.300 | 100,00 ST 26,23 SR

- Penatausahaan Barang Milik Daerah 113.169.920 64.993.000 | 100,00 ST 5743 R

3 Inventarisasi Barang Milik Daerah 227.676.240 145.459.300 | 100,00 ST 63,89 R

6 | Pengamanan Barang Milik Daerah 209.563.180 160.100.680 | 100.00 ST 76,40 T
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

7 Pemindahtanganan, Pemusanaha, dan 87.376.930 73.712.150 | 100,00 ST 84,36 i
Penghapusan Barang Milik Daerah ) _
Rekonisiliasi Dalam Rangka Penyusunan

? Laporan Barang Milik Daerah 68.241.820 -52.04 1.600 | 100,00 ST 76.26 )

9 Penyusunaan Laporan Barang Milik Daerah 88.050.000 84.999.700 | 100,00 ST 96,54 ST
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik

10 Dacrah Pemerintah Kabupaten/Kota 31.876.030 1.100.000 5,00 SR 345 SR

iyl F U RS e Peslapon 751.785.793 722515350 | 10000 | ST BEAL | ST
1| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 751.785.793 722.515.350 | 100,00 ST 96,11 ST
Penyediaan Sarana dan Prasana

1 Pengelolaan Pajak 256.558.440 244.509.7Q0 100,00 ST 95,31 ST
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan = :

! 2 Basis Data Pajak Dacrah 75.562.950 73.274.800 100,00 ST 96,97 ST
3 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 34.070.870 31.622.750 | 100,00 ST 92.81 ST
gy e LS 42.325.000 42163250 | 10000 | ST 99,62 ST

Pajak Daerah _
5 Penagihan Pajak Daerah 261.429.460 257.651.450 | 100,00 ST 98,55 ST
g g e 81.849.073 73293.400 | 10000 | ST 89,55
engawasan Pajak Daerah _ 7 —
RATA-RATA 99,24 ST 78,07

Dari tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil

penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Desember 2021 yang dilaksanakan di BPKPAD

mayoritas masih memiliki predikat kinerjanya Sangat Tinggi (ST). Walaupun demikian juga

masih terdapat satu subkegiatan yang capaian kinerjanya sangat rendah hal ini terjadi karena

draft regulasi terkait BMD yang akan di sosialisasikan masih belum final dan masih berada di

biro hukum Provinsi Sumatera Barat, sehingga menyebabkan subkegiatan tersebut tidak

dapat dilaksanakan hingga akhir triwulan I'V.
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3.2. REKOMENDASI
Beberapa Rekomendasi yang di sarankan sebagai tindak lanjut dari Evaliasi RKPD

Lingkup BPKPAD Triw IV (Empat) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
a)  Seluruh KPA dan PPTK harus melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan secara rutin setiap Triwulan maupun bulanan.
b)  Seluruh KPA dan PPTK untuk memperhatikan Capaian Target Kinerja yang sudah di

rencanakan .

LAMPIRAN
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